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Sumber : marin sophie laroche
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RINGKASAN

Tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, maka
setiap hal yang menyangkut tanah akan menimbulkan suatu masalah yang cukup
rawan, baik mengenai penguasaan pemilikan tanah, penggunaan tanah maupun
masalah dalam lalu lintas hukum hak atas tanah. Oleh karena itu, apabila
permasalahan dibiarkan berkembang dan tidak ditangani secara tuntas dengan
kepastian hukum dapat dikhawatirkan akan menyebabkan suatu keresahan
masyarakat dibidang pertanahan yang dapat meluas pada kehidupan sosial yang
mempengaruhi kestabilan politik.

Kehidupan masyarakat adat sepenuhnya tergantung dengan tanah, tanah
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat adat dengan segala sumber
daya yang ada didalamnya. Ikatan spiritual dan kultural yang kuat dengan tanah
ini bahkan merupakan salah satu ciri yang paling menonjol yang membedakan
antara masyarakat adat dengan penduduk lokal lainnya yang memandang tanah
hanya semata-mata barang ekonomi.

Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA) telah mencoba
mewujudkan pengakuan hukum adat, yang berarti hukum adat didudukkan dalam
sistem hukum nasional, tetapi dalam praktek penerapan maupun peraturan
turunannya jauh dari kenyataan, disamping itu ketidakjelasan apa yang dimaksud
dengan “hak adat” dan ‘“hak ulayat” didalam UUPA, dan juga tidak adanya
peraturan perundangan mengenai hak adat. Karena tidak ada peraturan mengenai
hak adat maka penguasa (pemerintah) menafsirkan dengan interprestasi melalui
kebijakan. Pemerintah menafsirkan apa yang dikehendakinya maka pemerintah
menjalankan hukum berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang,
yang akhirnya terjadi praktek-praktek penghilangan hak adat terhadap tanah dan
kekayaan sumber daya alam yang menyertainya, yang dilakukan oleh pemerintah,
badan-badan pemerintah dan swasta, ini lazim dilakukan oleh pemerintah yang
selalu berlindung pada Pasal 33 (3) UUD 1945 dan kepentingan umum.

Hak tertua dalam Hukum Tanah Adat dikenal dengan Hak Ulayat, Hak ini
diakui dengan tegas di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UU N0.5/1960, LN
1960/104). Dalam Pasal 3 dinyatakan “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan
dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dan
masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus
sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang
berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan
Undang-Undang dan peraturan-peraturan (hukum) yang lebih tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang perlu dibahas dalam
penelitian ini adalah “Apakah Prinsip Penguasaan Hak Atas Tanah Ulayat pada
Masyarakat Adat Timor Tengah Selatan” menurut peraturan perundangan yang
berlaku di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengkaji dan menganalisis tentang
penguasaan atas tanah hak ulayat masyarakat adat Timor Tengah Selatan menurut
Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
Untuk mengkaji dan menganalisis penguasaan atas tanah hak ulayat masyarakat
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adat yang dalam pelaksanaannya sering diabaikan oleh pemerintah pusat karena
dianggap akan menghambat pembangunan daerah maupun nasional, Untuk
mengetahui dan menganalisis langkah-langkah apa yang harus dipakai oleh
Pemerintah Timor Tengah Selatan dalam menyelesaikan konflik penguasaan atas
tanah hak ulayat masyarakat adat Timor Tengah Selatan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan
menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan
koneptual (conceptual approach), pendekatan komperatif (comparative
approach), pendekatan asas hukum (legal principles approach). Bahan hukum
yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, dijelaskan bahwa Prinsip Penguasaan Hak Atas
Tanah Ulayat pada Masyarakat Adat Timor, secara fisik, objek tanah hak ulayat
ada dan diakui dalam masyarakat, namun secara hukum keberadaan dan
penguasaan terhadap tanah hak ulayat ini belum diakui, bahkan oleh Pemerintah
Daerah setempat tidak diakui keberadaannya. Tidak diakuinya Hak Ulayat oleh
Pemerintah Daerah dikarenakan ada konsepsi bahwa banyak failitas-fasilitas
Pemerintah yang dibangun diatas tanah ulayat tersebut, padahal apabila
Pemerintah Daerah mengakui tidaklah berarti aset tersebut akan hilang,
sebaliknya terhadap keadaan ini, Pemerintah Daerah dapat memberikan ganti rugi
berdasarkan hukum adat berupa pergantian tanah kepada masyarakat adat
setempat.



SUMMARY

Land has an important role in public life, then any matters relating to land
will pose a considerable problem-prone, either on land tenure, land use and
traffic problems in the legal rights to land. Therefore, if problems are allowed to
flourish and not thoroughly dealt with legal certainty can be feared to cause a
public unrest in the field of land that extends to the social life that affects political
stability. Lives of indigenous peoples are fully dependent on the land; the land is
an integral part of indigenous peoples premises all the resources therein.
Spiritual and cultural ties are strong premises of this land even one of the most
prominent hallmark that distinguishes between indigenous premises other local
residents who view land solely economic goods.

Basic Agrarian Law 1960 (UUPA) has been trying to bring about the
recognition of customary law, which means in support customary law in national
legal systems, but in practice the implementation and regulation derivatives far
from reality, while it unclear what is meant by "customary rights™ and "customary
rights” in the UUPA, and also the absence of legislation regarding indigenous
rights. Because no legislation on the rights of indigenous authorities
(government) to interpret the interpretations by the policy. The government wants
to interpret what the government is running a law based on what was ordered by
the Act, which finally happened practices land removal; indigenous rights to
natural resources and wealth that accompanies it, which is done by governments,
government agencies and private, this commonly done by the government which
always take refuge in Article 33 (3) UUD 1945 and the public interest.

Rights of the oldest in Customary Land Law known as the Communal Land
Rights, this right are recognized explicitly in the Basic Agrarian Law (undang-
undang No0.5/1960, LN 1960/104). In Article 3 stated "In view of the provisions in
Articles 1 and 2, the implementation of customary rights and similar rights and
societies it is customary law, as long as it exists, must be such, that in accordance
with national and State interests based on national unity, and must not conflict
with the Act and regulations (laws) are higher. Based on this, the issues to be
addressed in this study is "Are Principles of Communal Land Tenure Rights of
Indigenous Peoples in the Timor Tengah Selatan” according to existing
regulations in Indonesia. The purpose of this study was to assess and analyze for
the tenure of customary rights of indigenous peoples of Timor Tengah Selatan
under the Act No.5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian Affairs, to review
and analyze the customary land tenure rights of indigenous peoples in
implementation is often neglected by the central government because they will
inhibit the development of regional and national, to find out and analyze what
steps should the Government of Timor Tengah Selatan in resolving conflicts over
land tenure rights of indigenous peoples of Timor Tengah Selatan.

This study uses a type of research using a normative juridical approach to
the law (Statute approach), conceptual approach (conceptual approach), a
comparative approach (comparative approach), the principle approach to the law
(legal principles approach). The material law used is the primary and secondary
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legal materials. Based on the results of the study, explained that the principle of
Communal Land Tenure Rights of Indigenous Peoples in the Timor, physically,
the object exists and customary land rights recognized by the community, but
legally the existence and control of customary land rights are not recognized,
even by the Local Government not acknowledged. Non-recognition of Communal
Land Rights by Local Government because there is the conception that many
facilities-Government facilities are built on these lands, but if the local
government acknowledged it does not mean the asset is lost, contrary to this
situation, the Local Government can provide compensation under customary law
in the form replacement land to the local indigenous community.
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